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            BUPATI CIANJUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR, Menimbang : a. bahwa retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999, dan telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 jo. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dan disesuaikan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); http://www.bphn.go.id/ 
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BUPATI CIANJUR
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 BUPATI CIANJUR,
 Menimbang : a. bahwa retribusi izin mendirikan bangunan di KabupatenCianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor23 Tahun 1999, dan telah diubah dengan PeraturanDaerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang PerubahanPertama Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 jo.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan dandisesuaikan;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkankembali Peraturan Daerah tentang Retribusi IzinMendirikan Bangunan;
 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-Daerah Kabupaten DalamLingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta danKabupaten Subang dengan Mengubah Undang-UndangNomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi DjawaBarat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3209);
 http://www.bphn.go.id/
 http://www.bphn.go.id/data/documents/50uu014.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu008.pdf

Page 2
                        

2
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dariKolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentangBangunan Gedung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3934);
 10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5043);
 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5049);
 http://www.bphn.go.id/
 http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu028.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/02uu028.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu026.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/07uu027.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu027.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf
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 12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);
 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5234);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-UndangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5145);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentangTingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3934);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentangPenatagunaan Tanah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2385);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintah Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4737);
 http://www.bphn.go.id/
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 http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp038.pdf
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 21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentangTata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang sertaKedudukan Keuangan Gubernur Sebagai WakilPemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata CaraPelaksanaan Tugas dan Wewenang serta KedudukanKeuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah diWilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5209);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentangTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan InsentifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5161);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (LembaranDaerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 SeriC);
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 SeriD);
 Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 dan
 BUPATI CIANJUR
 MEMUTUSKAN :
 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZINMENDIRIKAN BANGUNAN.
 http://www.bphn.go.id/
 http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp019.pdf
 http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp069.pdf
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 BAB I
 KETENTUAN UMUM
 Pasal 1
 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkatdaerah otonom sebagai unsur penyelenggaraPemerintahan Daerah.
 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
 4. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disebut RKUDadalah rekening kas umum Pemerintah Daerah KabupatenCianjur.
 5. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan pelayanan izin mendirikanbangunan.
 6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroanlainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa,organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembagadan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasikolektif dan bentuk usaha tetap.
 8. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yangdigunakan sebagai wadah kegiatan manusia yang ditanamatau diletakkan atau melayang dalam suatu permukaantanah dan/atau perairan yang berupa bangunan.
 9. Bangunan-bangunan adalah perwujudan fisik arsitekturyang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
 10. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaankonstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempatmanusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atautempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan khusus,kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus lainnya.
 11. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau darisegi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebihdari 15 (lima belas) tahun.
 http://www.bphn.go.id/
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 12. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjaudari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakanantara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas)tahun.
 13. Bangunan Sementara/Darurat adalah bangunan yangditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunandinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
 14. Bangunan Jasa adalah bangunan yang dipergunakanuntuk kepentingan usaha atau jual beli barang atau jasa.
 15. Bangunan Industri adalah bangunan yang dipergunakanuntuk kegiatan membuat atau menghasilkan suatubarang.
 16. Bangunan Sosial adalah bangunan yang dipergunakanuntuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencarikeuntungan.
 17. Bangunan Sarana Ibadah adalah bangunan yangdipergunakan untuk kegiatan keagamaan.
 18. Kavling/Pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yangmenurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapatdigunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
 19. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakanbangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaanmenggali, menimbun atau meratakan tanah yangberhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunantersebut.
 20. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan menggantidan/atau menambah/mengurangi bangunan yang ada,termasuk membongkar yang berhubungan denganpekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
 21. Garis Sempadan adalah garis pada halaman pekaranganperumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepisungai, atau as pagar dan merupakan batas antara bagiankavling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidakboleh dibangun bangunan.
 22. Jarak Garis Sempadan adalah jarak minimal untukmendirikan bangunan, pagar dan/atau sejenisnya yangdiukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepipantai, danau atau situ, saluran irigasi, lintasan kabellistrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipaminyak, pipa gas dan pipa air.
 23. Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur olehpermukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikansampai dengan titik puncak dari bangunan.
 24. Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut IMBadalah izin yang diberikan dalam mendirikan/merubahbangunan kepada orang pribadi atau badan.
 http://www.bphn.go.id/
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 25. Retribusi daerah, selanjutnya disebut retribusi adalahpungutan daerah yang sah sebagai pembayaran atau jasaatau pemberian izin yang khusus disediakan dan/ataudiberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentinganorang pribadi atau Badan.
 26. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebutretribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian IzinMendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah kepadaorang pribadi atau badan termasuk juga merubahbangunan.
 27. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yangmenurut peraturan perundang-undangan retribusidiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 28. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yangmerupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untukmemanfaatkan izin dari Pemerintah Daerah.
 29. Pemohon adalah setiap orang pribadi atau badan yangmengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.
 30. Surat Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebutSIMB adalah surat izin yang diterbitkan oleh PemerintahDaerah kepada orang pribadi atau badan untukmendirikan bangunan.
 31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, selanjutnya disebutSKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukanbesarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,selanjutnya disebut SKRDLB adalah Surat KetetapanRetribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaranretribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besardaripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidakterutang.
 33. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut STRDadalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atausanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 34. Surat Keputusan Keberatan, selanjutnya disebut SKKadalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yangdiajukan oleh Wajib Retribusi.
 35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, dan mengelola data atau keteranganlainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi daerah berdasarkan PeraturanPerundang-undangan di bidang retribusi Daerah.
 36. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri dari ruanganatau gabungan ruangan yang berhubungan satu samalain yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan saranapembinaan keluarga.
 http://www.bphn.go.id/
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 37. Koefisien Dasar Bangunan, selanjutnya disebut KDBadalah bilangan pokok atau perbandingan antara luaslantai bangunan dengan luas kavling tanah ataupekarangan.
 38. Prosentase Fungsi Bangunan, selanjutnya disebut PFBadalah besarnya prosentase bilangan pokok yangdidasarkan pada fungsi bangunan.
 39. Koefisien Lantai Bangunan adalah besarnya bilanganpokok yang didasarkan pada jumlah lantai/tingkatbangunan.
 40. Koefisien Luas Bangunan, selanjutnya disebut KLB adalahbilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luaslantai bangunan dengan luas kavling tanah yang ada.
 41. Koefisien Ketinggian Bangunan, selanjutnya disebut KTBadalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanahsampai dengan titik teratas bangunan tersebut.
 42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut PPNSadalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkunganPemerintah Kabupaten Cianjur yang pengangkatannyaditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 BAB II
 PERIZINAN
 Pasal 2
 (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan, dan/ataumerubah dan/atau memperbaiki suatu bangunan harusmendapatkan izin dari Bupati.
 (2) Tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksudpada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 BAB III
 NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
 Bagian Kesatu
 Nama
 Pasal 3
 Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagaipembayaran atas jasa pelayanan pemberian IMB.
 Bagian Kedua
 Objek dan Subjek
 Pasal 4
 (1) Objek retribusi IMB adalah pelayanan pemberian IMB.
 http://www.bphn.go.id/
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 (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauanpelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai denganrencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengantetap memperhatikan KDB, KLB, KTB dan pengawasanbangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangkamemenuhi syarat keselamatan bagi yang menempatibangunan tersebut.
 (3) Tidak termasuk objek retribusi IMB sebagaimanadimaksud pada ayat (2) adalah pemberian izin untukbangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
 Pasal 5
 Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yangmemperoleh pelayanan pemberian IMB.
 BAB IV
 GOLONGAN RETRIBUSI
 Pasal 6
 Retribusi IMB termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.
 BAB V
 CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
 Pasal 7
 Tingkat penggunaan jasa retribusi IMB diukur dengan rumusyang didasarkan atas faktor, luas bangunan, konstruksi,fungsi (rencana penggunaan bangunan) dan indeks lokasi.
 BAB VI
 PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
 Pasal 8
 Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IMBadalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangandan penelitian teknis, pengawasan dan pengendalian waktupelaksanaan pembangunan, pengawasan dan pengendalianpenggunaan serta kondisi bangunan, keterangan rencanakota, rencana tata letak bangunan, penataan perpetaan,perencanaan KDB, KLB dan KTB serta biaya pembinaan.
 BAB VII
 STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 Pasal 9
 Besarnya tarif retribusi IMB untuk setiap bangunanmenggunakan rumus : Luas Bangunan x Koefisien Tarip IMBx Harga Satuan Pembangunan. Koefisien Tarip IMB = IndeksKonstruksi x Indeks Fungsi x Tarip Dasar x Indeks Lokasi.
 http://www.bphn.go.id/
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 Pasal 10
 (1) Tabel tarip IMB sebagaimana dimaksud pada Pasal 9,tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
 (2) Untuk besarnya harga satuan pembangunan sebagaimanadimaksud pada Pasal 9, adalah :
 a. Wilayah I :
 1) konstruksi I sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratusribu rupiah);
 2) konstruksi II sebesar Rp 1.200.000,00 (satu jutadua ratus ribu rupiah);
 3) konstruksi III sebesar Rp 1.800.000,00 (satu jutadelapan ratus ribu rupiah);
 4) konstruksi IV sebesar Rp 2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah).
 b. Wilayah II :
 1) konstruksi I sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratuslima puluh ribu rupiah);
 2) konstruksi II sebesar Rp 1.100.000,00 (satu jutaseratus ribu rupiah);
 3) konstruksi III sebesar Rp 1.600.000,00 (satu jutaenam ratus ribu rupiah);
 4) konstruksi IV sebesar Rp 2.100.000,00 (dua jutaseratus ribu rupiah).
 Pasal 11
 Biaya IMB di luar tarip dasar bangunan ditetapkan sebagaiberikut :
 c. trotoar , rabat, teras, serambi, balkon dan pekerjaan yangsejenis serta dikategorikan dengan hal tersebut, untuksetiap meter perseginya dikenakan biaya sebesar 50%(lima puluh persen) dari tarip dasar bangunan;
 d. untuk pemasangan tembok pemisah/pagar/benteng danpekerjaan sejenisnya sebesar Rp 2.000,00/meter persegi;
 e. untuk mendirikan bangunan sementara yang merupakanpenunjang proses mendirikan bangunan (direksi keet)dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan dikenakanbiaya sebesar 1.000,00/meter persegi;
 f. untuk pembuatan gambar situasi skala 1 : 500, 1 : 1.000,dikenakan biaya sebesar Rp 20.000,00/IMB;
 g. sarana olah raga terbuka yang diperkeras :
 1. lapangan tenis, basket dan lainnya sebesar Rp5.000,00/meter persegi;
 2. kolam renang dan lainnya sebesar Rp 6.000,00/meterpersegi;
 http://www.bphn.go.id/
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 3. lapangan bukutangkis dan lainnya sebesar Rp4.500,00/meter persegi.
 h. reklame :
 1. permanen biasa sebesar Rp 45.000,00/meter persegi;
 2. permanen khusus sebesar Rp 60.000,00/meterpersegi.
 i. jalan masuk :
 1. ke halaman sebesar Rp 20.000,00/meter persegi;2. melalui trotoar sebesar Rp 60.000,00/meter persegi.
 j. pembuluh-pembuluh kabel, konstruksi jaringan yangdiatasnya tidak ada konstruksi sebesar Rp 1.000,00/meterpersegi;
 k. tiang antara pemancar/menara/tower sebesar Rp40.000,00/meter persegi;
 l. kolam komersial sebesar Rp 500,00/meter persegi;
 m. untuk alih fungsi bangunan setiap meternya dikenakanbiaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai retribusiIMB fungsi bangunan yang berlaku;
 n. untuk merubah kap/atap bangunan untuk setiapmeternya dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluhpersen) dari tarif retribusi IMB fungsi bangunan.
 Pasal 12
 (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)tahun sekali.
 (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks hargadan perkembangan perekonomian.
 (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 BAB VIII
 WILAYAH PEMUNGUTAN
 Pasal 13
 Retribusi IMB yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
 BAB IX
 MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
 Pasal 14
 Saat retribusi IMB terutang adalah pada saat diterbitkannyaSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 http://www.bphn.go.id/
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 BAB X
 TATA CARA PEMUNGUTAN
 Pasal 15
 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
 (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiadministratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiapbulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurangdibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud padaayat (3) didahului dengan surat teguran.
 (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diaturlebih lanjut oleh Bupati.
 BAB XI
 PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
 Pasal 16
 (1) Pembayaran retribusi IMB yang terutang harus dilunasisekaligus.
 (2) Pembayaran retribusi IMB dilakukan di kas daerah atauditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yangditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumenlain yang dipersamakan.
 (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yangditunjuk, hasil penerimaan retribusi IMB harusdisetorkan ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jamatau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Bupati.
 Pasal 17
 (1) Pembayaran retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran.
 (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
 (3) Bentuk isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaranretribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 Pasal 18
 (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhipersyaratan yang ditentukan dapat memberikanpersetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsuratau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
 (2) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran,tempat pembayaran, angsuran dan penundaanpembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 http://www.bphn.go.id/
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 BAB XII
 KEBERATAN
 Pasal 19
 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanyakepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRDatau dokumen lain yang dipersamakan.
 (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasaIndonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu palinglama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecualijika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangkawaktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya.
 (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarretribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
 Pasal 20
 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulansejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikeputusan atas keberatan yang diajukan denganmenerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
 (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambahbesarnya retribusi yang terutang.
 (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan,keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
 Pasal 21
 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atauseluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikandengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen)sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
 (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dihitung sejak bulan pelunasan sampai denganditerbitkannya SKRDLB.
 BAB XIII
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
 Pasal 22
 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusidapat mengajukan permohonan pengembalian kepadaBupati.
 (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihanpembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), harus memberikan keputusan.
 http://www.bphn.go.id/
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 (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatukeputusan, permohonan pengembalian pembayaranretribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harusditerbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)bulan.
 (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya,kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasiterlebih dahulu utang retribusi tersebut.
 (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejakditerbitkannya SKRDLB.
 (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusidilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikanimbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atasketerlambatan pembayaran kelebihan pembayaranretribusi.
 (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebihlanjut oleh Bupati.
 BAB XIV
 PENAGIHAN
 Pasal 23
 (1) Retribusi ditagih dengan menggunakan STRD.
 (2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yangsejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihanretribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejakditerimanya SKRD oleh wajib retribusi.
 (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal suratteguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusiharus melunasi retribusi yang terutang.
 (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 BAB XV
 KADALUWARSA PENAGIHAN
 Pasal 24
 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadikadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga)tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecualiapabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidangretribusi.
 (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) tertangguh jika :
 http://www.bphn.go.id/
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 a. diterbitkan surat teguran;
 b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi,baik langsung maupun tidak langsung.
 (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihandihitung sejak tanggal diterimanya Surat Tegurantersebut.
 (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusidengan kesadarannya menyatakan masih mempunyaiutang retribusi dan belum melunasinya kepadaPemerintah Daerah.
 (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsungsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapatdiketahui dari pengajuan permohonan angsuran ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan dariwajib retribusi.
 BAB XVI
 TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANGKADALUWARSA
 Pasal 25
 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karenahak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsadapat dihapuskan.
 (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutangretribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksudpada ayat (1).
 (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutangretribusi yang sudah kadaluwarsa akan diatur lebih lanjutoleh Bupati.
 BAB XVII
 TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN,DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
 Pasal 26
 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi.
 (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
 BAB XVIII
 PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
 Pasal 27
 (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengujikepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangkamelaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
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 (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
 a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku ataucatatan, dokumen yang menjadi dasarnya dandokumen lain yang berhubungan dengan obyekretribusi yang terutang;
 b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatatau ruangan yang dianggap perlu dan memberikanbantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 c. memberikan keterangan yang diperlukan.
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaanretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diaturlebih lanjut oleh Bupati.
 BAB XIX
 INSENTIF PEMUNGUTAN
 Pasal 28
 (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapatdiberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
 (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
 (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentifsebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjutoleh Bupati.
 BAB XX
 SANKSI ADMINISTRASI
 Pasal 29
 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat padawaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksiadministratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiapbulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurangbayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
 BAB XXI
 PENYIDIKAN
 Pasal 30
 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat(1) diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud ayat (1) adalah:
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 a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menelitiketerangan atau laporan berkenaan dengan tindakpidana di bidang retribusi daerah agar keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keteranganmengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaranperbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana retribusi daerah;
 c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orangpribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidanadi bidang retribusi daerah;
 d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusidaerah;
 e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahanbukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
 f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangkapelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidangretribusi daerah;
 g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorangmeninggalkan ruangan atau tempat pada saatpemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksaidentitas orang, benda, dan/atau dokumen yangdibawa;
 h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakpidana retribusi daerah;
 i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 j. menghentikan penyidikan;
 k. melakukan tindak pidana lain yang perlu untukkelancaran penyidikan tindak pidana di bidangretribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat(1) memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntutumum melalui penyidik pejabat Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yangberlaku.
 BAB XXII
 KETENTUAN PIDANA
 Pasal 31
 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan keuangan Daerah diancam denganpidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidanadenda paling banyak (3) tiga kali jumlah retribusi terutangyang tidak atau kurang bayar.
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 (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalahpelanggaran.
 (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakanpenerimaan negara.
 BAB XXIII
 KETENTUAN PERALIHAN
 Pasal 32
 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi IzinMendirikan Bangunan yang masih terutang berdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten CianjurNomor 12 tahun 2005 tentang perubahan pertama atasPeraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999 tentang RetribusiIzin Mendirikan Bangunan, masih dapat ditagih selamajangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
 Pasal 33
 (1) Bangunan-bangunan yang didirikan, diubah dan/ataudiperbaiki berdasarkan IMB yang diterbitkan sebelumberlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapatIMB.
 (2) Pemilik bangunan yang telah mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan tanpa izin dan/atau sedangdiproses permohonan izinnya pada saat berlakunyaPeraturan Daerah, harus mengajukan/menyesuaikanpermohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 BAB XXIV
 KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 34
 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka PeraturanDaerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999 tentangReribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentangPerubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun1999 tentang Retibusi Ijin Mendirikan Bangunan, dicabut dandinyatakan tidak berlaku.
 Pasal 35
 Hal-hal lain yang belum cukup diatur sepanjang mengenaiteknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian danmerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerahini.
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 Pasal 36
 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.
 Ditetapkan di Cianjurpada tanggal 1 Juni 2012
 BUPATI CIANJUR,
 Cap/ttd.-
 TJETJEP MUCHTAR SOLEH
 Diundangkan di Cianjurpada tanggal 1 Juni 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
 Cap/ttd
 Drs. BACHRUDDIN ALINIP.19571231 198503 1 086
 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 32SERI B.
 Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Bagian Hukum
 HERI SUPARJO, MH.Penata Tingkat I
 NIP. 19670910 198901 1 001
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Jalan Siti Jenab No. 31 Telepon (0263) 261892 Fax. (0263) 260981Cianjur 43211 Jawa Barat
 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
 NOMOR 14 TAHUN 2012
 TENTANG
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
 I N D E K S KOEFISIEN TARIP IMBJENIS FUNGSI Konstruksi Fungsi Tarip Dasar INDEKS UNTUK LEBAR JALAN TARIP
 KONSTRUKSI 0 - 2 M IMB 4 - 6 M ≥ 6 M IMB0,5 0,6 0,8 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Konstruksi IPanggung Ngupuk 0,50 1,0 0,5% 0,125% 0,150% 0.200% 0.250% X Harga Satuan
 Konstruksi IISemi Permanen 0,75 1,0 0,5% 0,188% 0,225% 0,300% 0,375% X Harga Satuan
 IKonstruksi IIIPermanen Biasa 1,00 1,0 0,5% 0,250% 0,300% 0,400% 0,500%% X Harga Satuan
 Konstruksi IVPermanen Beton 1,25 1,0 0,5% 0,313% 0,375% 0,500% 0,625% X Harga SatuanKonstruksi IPanggung Ngupuk 0,50 1,1 0,5% 0,138% 0,165% 0.220% 0.275% X Harga Satuan
 Konstruksi IISemi Permanen 0,75 1,1 0,5% 0,206% 0,248% 0,330% 0,413% X Harga Satuan
 IIKonstruksi IIIPermanen Biasa 1,00 1,1 0,5% 0,275% 0,330% 0,440% 0,550%% X Harga SatuanKonstruksi IVPermanen Beton 1,25 1,1 0,5% 0,413% 0,495% 0,660% 0,825% X Harga Satuan
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Konstruksi IPanggung Ngupuk 0,50 1,2 0,5% 0,150% 0,180% 0.240% 0.300% X Harga Satuan
 Konstruksi IISemi Permanen 0,75 1,2 0,5% 0,225% 0,270% 0,360% 0,450% X Harga Satuan
 IIIKonstruksi IIIPermanen Biasa 1,00 1,2 0,5% 0,300% 0,360% 0,480% 0,600%% X Harga Satuan
 Konstruksi IVPermanen Beton 1,25 1,0 0,5% 0,525% 0,630% 0,840% 1,050% X Harga Satuan
 Ditetapkan di Cianjurpada tanggal 1 Juni 2012BUPATI CIANJUR,
 Cap/ttd.-
 TJETJEP MUCHTAR SOLEH
 Diundangkan di Cianjurpada tanggal 1 Juni 2012
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
 Cap/ttd
 Drs. BACHRUDDIN ALINIP.19571231 198503 1 086
 http://www.bphn.go.id/
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